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ABSTRAK1 

 
 Kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar 

pijakan yuridis yang jelas. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya 

Satpol PP guna untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah 

(PERDA) dan penyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. 

Untuk mengetahui bagaimana peran Satpol PP dalam penyertiban pekerja seks komersial di 

Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Marko Satpol PP Batam dengan mengumpulkan 

data melalui wawancara narasumber. Hasil dari penelitian dalam penertiban pekerja seks 

komersial di Kota Batam Satpol PP berperan mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan 

pendataan dan penertiban terhadap pekerja seks komersial di Kota Batam. Dalam upaya 

penertiban pekerja seks komersial, Satpol PP menemukan beberapa kendala yaitu salah 

satunya adalah Satpol PP tidak memiliki tempat penampungan untuk pekerja seks komersial 

yang terjaring dalam razia. 

Kata Kunci :  penertiban pekerja seks komersial, Batam 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam upaya mengantisipasi perkembangan dan dinamika dalam kegiatan 

masyarakat yang selarasnya  dengan tuntutan eramglobalisasi dan otonomindaerah, maka 

kondisinketentraman dan ketertibannumum daerah yangmkondusif merupakanmsuatu 

kebutuhan mendasarmbagi seluruh lapisanmmasyarakat. Asasmotonomi dan pembantuan 

ini dimaksudkanmuntuk mempercepat terwujudnyamkesejahteraan masyarakatnmelalui 

peningkatan, pelayanan,npemberdayaan, dannperan serta masyarakat, sertanpeningkatan 

daya saingndaerah dengan memperhatikanmprinsip demokrasi, keadilan,mpemerataan, 

keistimewaanndan kekhususan suatundaerah dalam NegaranKesatuan RepubliknIndonesia 

(NKRI). Hal ini jugansesuai dengan tujuannnasional yang tercantummpada Pembukaan 

UUDmNRI Tahun 1945. Tujuan nasionalmtersebut adalah untuknmelindungi 

segenapnBangsa Indonesia dan seluruhntumpah darah Indonesia, untuknmemajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskannkehidupan bangsa, danmikut melaksanakan 
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ketertibanmdunia yang berdasarkanmkemerdekaan, perdamaian abadindan keadilan sosial. 

Tujuannnasional tersebut harus direncanakan dengannsungguh-sungguh, bertahap 

dannrealistis guna pencapaiannpenyelenggaraan pemerintahan danmpembangunan 

nasional(Nimatul Huda, 2017). 

Demi tercapainyansebuah penyelenggaraan pemerintahanndan pembangunan 

nasionalnyang berdasar kepada KetuhanannYang Maha Esa dannadil bagi setiap 

rakyatndalam mewujudkan ketentramanndan ketertiban umum, makandalam 

menyelenggarakan ketentramanndan ketertiban umumnharus didukung oleh 

aparaturnnegara. Salah satu aparaturnnegara di daerah adalah SatuannPolisi Pamong 

Prajanatau yang disingkatndengan Satpol PP. Satpol PP adalahnbagian perangkat daerah 

dalamnpenegakan perda dannpenyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentramannmasyarakat sesuai dengan PeraturannPemerintah (PP) Nomor 6 Tahunn2010 

Pasal 1 Butir 8. Ketertiban dannketentraman umum yangndimaksud dalam suatundaerah 

yaitu keadaanndinamis yang memungkinkannpemerintah, pemerintah daerahndan 

masyarakat dapat melakukannkegiatannya dengan tentram, tertibndan teratur(Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, 2010). 

Kewenangan yangndiberikan kepada Satpol PPnuntuk memelihara keamanan 

dannketertiban masyarakat bukanlahntanpa alasan. Namun, didukung olehndasar pijakan 

yuridis yangnjelas. Demikian pulampada Pasal 255nAyat (1) dan (2) Undang-

UndangmNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanmDaerah, yang 

mengamanatkanndibentuknya Satpol PP guna untuknmembantu kepala daerahmdalam 

penegakan PeraturanmDaerah (PERDA) dan penyelenggarakanmketertiban umum serta 

menjagamketentraman masyarakat. DalammPeraturan Pemerintah Nomor 23mTahun 2014 

disebutkannpula pada Pasal (2) bahwa kewenanganmSatpol PP adalah : 

a. melakukan tindakannpenertiban non-yustisialnterhadap wargammasyarakat, 

aparatur, atau badanmhukum yang melakukannpelanggaran atas 

Perdandan/atau Perkada 

b.  menindaknwarga masyarakat, aparatur, ataunbadan hukum 

yangmmengganggu ketertibanmumum dan ketenteraman masyarakat 

c. melakukanntindakan penyelidikanmterhadap warga masyarakat, aparatur, 

ataumbadan hukum yangmdiduga melakukannpelanggaran atasnPerda 

dan/ataunPerkada, dan  

d. melakukanmtindakan administratifmterhadap warga masyarakat,naparatur, 

atau badannhukum yang melakukan pelanggarannatas Perda 

dan/ataunPerkada(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014) 

 

Melihatnpada kewenangannyang diberikan kepada SatpolmPP, tidakndapat 

dipungkirinbahwa dengannadanya Satpol PPnsangat penting dannstrategis 

dalamnpenyelenggarakan PERDAnsesuai dengan ruang lingkupntugasnya, termasuk 

dalammpenyelenggaraan perlindunganmmasyarakat. Sehubungan 

denganmpemberlakuannya otonomindaerah saat ini, makandi berbagai daerahmdiberikan 

kesempatannuntuk melakukan pemekaranmdan perluasan wilayah sesuaindengan 

kegunaan dannperuntukannya, begitu jugamhalnya dengan daerahnKota Batam. 

BerdasarkannUndang-Undang Nomorn11 Tahun 2003 tentangnPembentukan Kota Batam, 

makanwilayah Kota Batam yangnawal mulanya hanyanmemiliki 3 Kecamatan, mengalami 



Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban, Zuhdi Arman| Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam ……..........(Hal 1175-1179) 

 

1177 
 

pemekarannmenjadi 8 kecamatan, dannsaat ini Kota Batam telah memiliki 12nkecamatan. 

Kondisi KotanBatam saat ininmemang mengalaminkemajuan yang cukupnpesat, baik dari 

segininfrastruktur, maupun peningkatanmjumlah penduduk. Besarnyampertumbuhan 

penduduk ininadalah akibat tingginyantingkat migran ke KotanBatam, dengan 

tujuannuntukmmendapatkan pekerjaan yangnlayak dan memperbaikinkesejahteraan dan 

pendapatannekonomi. 

Pembangunanninfrastruktur yang cukupnpesat menjadikannKota Batam 

sebagainkota industri yangnmenawarkan berbagainfasilitas, seperti lapangannpekerjaan, 

obyek wisata,ntempat transit ke luarnnegeri, dan sebagainya, sehingganmenjadikan Kota 

Batamnsebagai tempat persinggahan,ndan kedatangan wisatawan asingndan lokal. Tidak 

dapatndipungkiri lagi bahwantujuan orang-orang datangnke Kota Batam tidaknsaja sebagai 

wisatawan,nbanyak juga di antaranmereka yang bertujuannuntuk mencari pekerjaan. 

Namunntidak semua dari mereka dapatnmemperoleh pekerjaannsesuai dengan 

keinginannya, karenanrendahnya kemampuan dannpendidikan mereka,nmaka tidak 

semuanyandapat tertampung oleh lapangannpekerjaan yang tersedia. Oleh karena 

tuntutannhidup yang semakin mendesak, makanprofesi mereka dapatnberubah-ubah dan 

beranekanragam pekerjaan yang merekanlakukan guna untuk memenuhinkebutuhan hidup 

mereka, salah satu contoh profesinpekerjaan yang dilakukan oleh sebagian wanita di Kota 

Batam ini adalah sebagai PekerjanSeks Komersial (PSK).  

Tingginyankunjungan wisatawan yang berdatangannke daerah ini juga 

mengalamindampak pada tumbuhnyanhiburan malam yang memangndiminati oleh banyak 

wisatawanndan pendatang darinberbagai daerah dannnegara tetangga lainnya. Umumnya 

dunianhiburan malam sangat didukungnoleh keberadaan karaoke, diskotik,npub, panti 

pijat, salon-salonnkecantikan, bolanketangkasan, dan lain-lain. Pada awalnya, Pulau 

Batamndikembangkan oleh PemerintahnPusat melalui badan pengelolanOtorita Batam 

sebagai daerahnindustri, galangan kapal,ndan pariwisata. Untuknmemenuhi hiburan para 

pekerjanindustri, dibangun tempat-tempatnhiburan, yang dulunya diberi izin 

danndifasilitasi oleh Badan OtoritanBatam. Di samping itu, banyak pula dibangun tempat-

tempat hiburan liar, yang sebenarnya melanggarnketertiban umum, namun 

cenderungndiabaikan oleh aparat. 

Apabila tidaknada penertiban terhadap praktek-prakteksemacam ini, 

makandikhawatirkan akan dapat merusakntatanan kehidupan sosial masyarakat, yangnnota 

bene banyak dipengaruhinoleh nilai-nilai budaya setempat. Hal inilahnyang mendasari 

pemikirannpara wakil rakyat dalamnmerespon makin menjamurnyanpraktek prostitusi 

dinKota Batam. Kebijakannketertiban sosial di daerah inintidak sajanmenjawab persoalan 

utamanberkaitan dengan prostitusi, tetapinjuga penertiban lokasi-lokasi yangmdapat 

merusak ketertibanmsosial. Realitas permasalahan sosialnyang semakin kompleks,nseperti 

prostitusi, judi, kenakalan dannsebagainya, secara tidak langsungntelah memberikan 

dampak negatifnterhadap kondisi kehidupannbermasyarakat. Kondisi seperti ini jugantidak 

sesuai dengan visi KotamBatam yakni: “Terwujudnya KotanBatam sebagai Bandar 

dunianmadani”, dengan misi:  

1. Mengembangkan dannmeningkatkan sumber dayanmanusia yang 

menguasainIptek dan bermuatannImtaq,  

2. Mengembangkannindustri, perdagangan, pariwisata,kelautan, alih kapal, 

dannpemberdayaan ekonominyang mempunyai akses kenpasar global, 
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3. Mengembangkannnilai-nilai seni budaya dannolah raga,  

4. Menjaga keamanan,nketertiban dan ketenteraman masyarakat 

berlandaskannsupremasi hukum,   

5. Mempercepat pembangunanndaerah hinterland. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulismmemutuskan menggunakan metode penelitian 

hukuum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan pada karya ilmiah ini 

sebagaimmetodeppenelitian hukum berdasarkanffokus penelitiannya. Penggunaan metode 

penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dilatari 

kesesuaian teori dengan metodeepenelitian yang dibutuhkan penulis dalammmenyusun 

karya ilmiah ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diiterapkan diharapkan dapatt 

memperoleh hasilyyang hendak dicapai. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pengumpulan data penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai narasumber dan observasi. Penelitian ini 

dilakukan di Marko Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang terletak di Jalan Brigjen 

Katamso nomor 1, Sagulung, Kota Batam. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, peran Satpol PP 

dalam penegakan Perda, Satpol PP Kota Batam telah melaksanakan tugasnya dengan baik 

terutama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masayarakat. Peran SatpolmPP 

adalah mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan penertiban dan pendataan terhadap 

pekerja seks komersial di Kota Batam, yang dahulunya pekerja seks komersial yang 

berserakan di tengah kota kini pekerja seks komersial di Kota banyak yang telah di letakkan 

di bina sosial yang terletak di Teluk Pandan untuk di bina dan didik menjadi yang lebih baik 

dari yang sebelumnya.  

Polisi PamongnPraja dibentuk sebagai bagianmperangkat pemerintah daerahnyang 

berperan sebagai penegaknPeraturan Daerah, penyelenggaraan ketertibannumum, 

ketentraman masyarakatndan pelindung masyarakat, Satuannini terpisah dari 

KepolisiannRepublik Indonesia dimanandalam pelaksanaannya PolisinPamong Praja saling 

berkoordinasindalam peningkatan kapasitasnkerja, hubungan antara dua lembaga 

ininbersifat kerjasama yang didasarkannpada tujuan dalam pencapaian ketertibanndan 

ketentraman Masyarakat. 

Sebagaimana telahmdipaparkan sebelumnya bahwa payung hukum 

untuknmengatur keberadaan SatuannPolisi Pamong Praja adalah Undang-UndangnNomor 

23 Tahunn2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namunnpada tahun 2010, pemerintah 

menggagasndibuatnya Peraturan Pemerintahnbaru untuk mengatur peranndan fasilitas 

Satuan Polisi PamongnPraja yang tertuang dalamnPeraturan Pemerintah Non6 Tahun 2010, 

peraturan ininmenyatakan bahwa Satuan PolisinPamong Praja merupakannaprat 

Pemerintah Daerah dalamnpenegakan Perda, penyelenggaraan ketertibannumum dan 

ketentraman masyarakatnserta pelindung masyarakat, SatuannPolisi Pamong Praja 

dapatnmelakukan tindakan penertibannnonyustisial terhadap warganmasyarakat, aparatur, 

atau badannhukum yang melakukan pelanggarannatas Perda dan/ataunperaturan Kepala 
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Daerah. Tetapi dalamnpelaksanaannya Satuan PolisinPamong Praja diwajibkan pulanuntuk 

menjunjung tinggi norma hukum,nnorma agama, hak asasinmanusia, dan normansosial 

lainnya yangnhidup dan berkembangndi masyarakat”. Adapunnuntuk menunjang 

perannSatuan Polisi PamongnPraja, Satuan inindiberi fasilitas sepertinkendaraan dan 

seragam, danndisyaratkan berijazah sekurang-kurangnyanSMA. Sebagai senjata SatpolnPP 

dilengkapi pentungan, pisaundan tameng namunnuntuk kegiatan seperti penggusuran, 

pasukan ininseringkali dilengkapi pulanalat berat. 

Dalam menjalankanntugasnya pihak SatpolnPP juga menemukan beberapa 

kendalanyang dihadapi salah satunyanpihak Satpol PPntidak memiliki tempatnuntuk 

penampungan pekerja seksnkomersial yang terjaring padansaat terjadinya razia. 

Dalamnmenjalankan tugasnya SatpolnPP juga telah dibekalindengan kendaraan dinasnyang 

memadai guna untuknberpatroli menyusuri KotanBatam. Dengan adanyanfasilitas yang 

memadainini juga tidak menjaminnpenertiban dapatndilakukan dengan efektif, 

karenanpenulis sendiri juganmasih menemui adanya pekerja seksnkomersial yang masih 

menjajakanndirinya baik itu dipinggir jalan, maupunnlokasi yang berkedokakannpanti pijat.  

Psk yang terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol Pp dan Dinas Sosial Kota Batam, 

terdapat beberapa psk di data oleh Dinas Sosial dan dimintai keterangan mengapa mereka 

memilih pekerjaan yang semacam ini padahal diluar sana masih banyak pekerjaan yang 

lebih baik, psk tersebut hanya bisa menjawab karena adanya tekanan ekonomi, mengejar 

kesenangan dunia yang begitu mudah mendapatkan uang dengan cara pekerjaan tersebut, 

dan kurangnya perhatian dan binaan dari kedua orang tua didalam keluarga. Menurut hasil 

wawancara dengan narasumber, psk yang terjaring razia telah didata oleh dinas sosial dan 

diletakkan di Bina Sosial yang terletak di Tanjung Uncang yang merupakan Pusat 

Rehabilitasi Non Panti (PRSNP), yang biasanya disebut dengan Sintai.  

 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas penulis 

bisa menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, bahwa pihak Satuan Polisi 

PamongnPraja Kota Batam telah melaksanakan tugasndan fungsinya sebagaimana yang 

telah di atur oleh PeraturannPemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang SatuanmPolisi 

Pamong Praja pada bab I tentang ketentuannumum, disebutkan bahwa Satuan Polisi 

PamongnPraja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah 

dan penyelenggara ketertibannumum dan ketenteraman masyarakat. Pihak Satpol PP kota 

Batam telah melaksanakanntugasnya dengan baik, salah satunya dalam upaya penertiban 

pekerja seks komersial di Kota Batam dengan mendampingi Dinas Sosial. 
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